WALIKOTA SUKABUMI
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG :

TAHUN ANGGARAN 2::

WALIKOTA SUKXBUM

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pas >%;eraturan Daerah Kota
n Anggaran Pendapatan
perlu ditetapkan Peraturan

Mengingat : 1. Undang-UX
Daerah Ko

o
2

or 17 1950 tentang Pembentukan Daerah-
a kungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
@ Negara Republik Indonesia tanggal 14

telah diubah dengan Undang-Undang

ng-Un@ﬂomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

gunyfy (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

8, Ta@n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaim telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

19g Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

teatdng” Lajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
KQohesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
sRublik Indonesia Nomor 3569);

78

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3988);

4. Undang-Undang .......




4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42%6);

bendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta omor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Ng 5);
ta

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2 ~ Pg be@lkan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran a Republik\ lndenesia Tahun 2004

IReépublik Indgnesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahtn 2004 tenta eriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 No 64, Tambah baran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); %

9. Undang-Undang No@S Tahu@él tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan 0 mbarag Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 1 bahan
Nomor 4421);

baran Negara Republik Indonesia

donesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
' donesia Nomor 4437) sebagaimana telah
T dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5043);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

14. Peraturan .......
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20Q3 tentang Pengendalian

Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapadqn dan Belanja Negara
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dz qrta Jumlah Kumulatif
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerip xgh (Lembaran Negara

Ta Lembaran

glg Kedudukan
oty Dewan Perwakilan
lik Indonesia Nomor
bah terakhir dengan
entang Perubahan Ketiga
n 2004 tentang Kedudukan

anYAnggota Dewan Perwakilan
epublik Indonesia Tahun 2007

Peraturan Pemerintah
Atas Peraturan Pemery

@' Tahun 2005 tentang Pengelolaan
um Daerah (Lembaran Negara Republik
or 48, Tambahan Lembaran Negara

4502);

Tan 4@ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21./L€vaturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
sgimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

&’eratu 4/emerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
i?g (Lempax@n _Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

23. Peraturan ......



23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayaaq Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun ang Pe o' Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaragfi Pex ahan D§rah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20@) hor 16§, Fembfahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NomOz2593);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8\[at 006 te Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Cembara a Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Ta an Lembar ara Republik Indonesia
Nomor 4614); %

28. Peraturan Pemerinta 5 Ta 009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik ran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tamb aran l&a Republik Indonesia Nomor 4972);

r%?

29. Peraturan Me m egmor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan ahgan ah—/sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dalam’ eri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahapmat raturateri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

()
tentang@yn Pengelelaaty Keuangan Daerah;
Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang

30. Per enteri (Dala
Pegéo okan /J&e puan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan

Z

D ngjawdban) ) Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
1 n DPR a Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
ensif da a Operasional;

Peraturgrm Mentéri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman
eny ‘ nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2009

1.

32. Pe Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004
Nomor 50 Seri E - 7) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun
2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 5);



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

43.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2005 Nomor 5 Seri A - 3);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Lembaran
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sukabumi Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomoj
Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaraf

2008 Nomor 2);
OM~Y

Peraturan Daerah Kota Suk hor 6 hgn 2008 tentang
s Dagerah

1
Pembentukan dan Susunan Orgafnisasi Yerangkat Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah Kota Sukabu n 2008 2

: 0 tang Urusan
th Kot umi Tahun

Qor 6);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi No Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah Wal bara Kota Sukabumi Tahun
2008 Nomor 14, Tambah aran DagralKota Sukabumi Nomor 15);

Peraturan Daerah kabumor 15 Tahun 2008 tentang

Penyertaan Mod@ Releritah Kofa, Sukabumi pada Perusahaan Daerah
Waluya (Lembara -% Kota Sﬁ%umi Tahun 2008 Nomor 15);
Peraturan DaeSukab mor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan anja D ahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah
Kota Sukab un 2009"NQrfor 1);

dkabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Pe 29 aerah A@'Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah
Kota umi Ta 2009 Nomor 3);

Minu
Nom

@ 43. Peraturan ......
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Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2009 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 8);

a Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun

F@ Dae ota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2009 tentang
§§e aan ModalPemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah
0

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula
berjumlah Rp 521.106.261.000,00 bertambah sejumlah Rp 61.227.445.000,00

sehingga menjadi Rp 582.333.706.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 458.908264-0Q00
b. Bertambah/(berkurang) )

Rp 5¥.917.083. 0
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Q 825.424.000,00
2. Belanja Q
a. Semula .06.261.0%

b. Bertambah/ (berkurang) RN 61.227.445.006,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 582.333.706.000,00
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan @ Rp (61.227.445.000,00)

3. Pembiayaan @
a. Penerimaan @ %
1) Semula 697.860.000,00
2) Bertambah/ &rk a Rp 1).560.422.000,00

Jumlah pene c% elah perubdlyan Rp 76.258.282.000,00

b. Pengeluaran % @
1) Semul % Rp 3.500.000.000,00
2) Berta kuran Rp_1.250.000.000,00
Juml aran setela Rp  4.750.000.000,00
ayaan neft(/5¢)elah perubahan Rp  9.310.422.000,00
biaya gatan setelah perubahan Rp -
@ Pasal 2

aAhan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
piran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUM]J,

X

MOV@ KH@JSSYUKUR
Diundangkan di Sukabumi o
Pada tanggal %

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUM],

MOHAMAD MURAZ O

BERITA DAERAH KOTA SUKA@




